BAB Il1
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam pembahasan, maka penulis
dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dengan melakukan peninjauan lapangan (langsung ke obyek pajak) untuk
mengawasi efektivitas pemungutan Pajak Daerah, dan sekaligus untuk
memperoleh informasi atau masukan bagi DPRD Kabupaten Katingan
dalam rangka menentukan target Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan
Pajak Daerah.

2. Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Katingan dapat
dikatakan sudah berjalan cukup baik, apabila menggunakan tolak ukur
peninjauan-lapangan dan rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh
DPRP Kabupaten Katingan' bersama-sama Eksekutif dan masyarakat.
Walaupun kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Untuk PAD, maka :

a. Apabila menggunakan tolak ukur perkembangan/peningkatan
penerimaan pajak daerah dari tahun 2006/2009 maka dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan. Penerimaan Pajak Daerah sejak tahun
2006/2009 sudah melampaui 50% dari PAD Kabupaten Katingan.

b. Apabila menggunakan tolak ukur efektivitas pemungutan daerah,
maka pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Katingan dalam peroiode

tahun 2006/2009 dapat di katakan sudah efektif , karena rasio antara
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realisasi penerimaan pajak daerah dan target (anggaran) penerimaan
pajak melebihi 75%. Sedangkan ukuran efektif pemungutan pajak
tahun 2006/2009 untuk setiap jenis pajak dari tahun ke tahun di
Kabupaten Katingan berada di atas 1 (satu). Artinya bahwa realisasi
penerimaan pajak daerah lebih tinggi dari pada target penerimaan

pajak daerah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam penulisan

ini adalah:

1.

Meskipun tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Katingan
sebagian besar S1 (52,0), namun masih ada yang hanya berpendidikan
SLTA (36,0), oleh karena itu untuk masa-masa mendatang sebaiknya
setiap parpol harus mensyaratkan minimal tingkat pendidikan bagi
seorang calon anggota legislative adalah D3(Sarjana Muda).

Perlu adanya staf.ahli “yang mempunyai kemampuan di bidang legal
drafting, untuk membantu DPRD dalam menyiapkan draf Raperda usul
inisiatif.

Perlu adanya pembekalan bagi anggota DPRD, baikyang di
selenggarakan oleh lembaga maupun atas inisiatif anggota DPRD

sendiri.
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4. Dalam rekuitmen calon-calon anggota DPRD (caleg) Partai Politik harus

memperhatikan kebutuhan Dewan dalam melaksanakan fungsi-fungsi

mengambil bagian
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Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami berita-
hukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/
penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset/ penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan
intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh
hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak dipexr-
kenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mchon bantuan Bapak/Ibu untuk
berkenan memberikan ijin riset/ penelitian kepada mahasiswa kami

1. Nama : ARIYAINI WAHYU NINGSIH
2. Nomor Mahasiswa : 03313/H
3. Program Kekhususan : Hukum kenegaraan dan Pemerintahan
4. Alamat : JL. KATUNEN 21 KASONGAN, KALTENG
5. Lokasi Riset : Kalimantan Tengah
6. Dosen Pembimbing I : SUMYAR, SH. M.HUM.
Dosen Pembimbing II:
7. Judul Skripsi : PERAN DPRD DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI

DAERAH KHUSUSNYA DARI SEKTOR PAJAK DAERAH DI
KABUPATEN KATINGAN

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan : ; F-X. ENDRGC SUSILC,
- Arsip

S.H. ,LL.M.
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PEMERINTAH PROVINSI DAFRAH ISTIMEWA YOGYARKARTA
SEKRETARIAT DAERAF

Kepatihan - Danurcjwn, Yogyakarta - 55413

Nomor : 070/ 2278 Yogyakarta, 16 April 2010
V12010
Hal : ljin Penelitian
Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Kalin:antan
Tengah

Cq. Bakesbanglinmus

di..
PALANGKARAYA

Menunjuk surat

Dari Fakultas Hukum UAJ Yogyakarta
Nomor . 0257V

Tanggal 14 April 2010

Perihal ljin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan sur at
keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama ©  ARIYAINI WAHYU NINGSIH

NIM : 09313H

Alamat . JI. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Mg Mosieltay . PERAN DPR:D DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASL' DAERAH
KHUSUSNYA DARI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN

Lokasi . Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Waktu 3 (tiga) Bulan Mulai Tanggal, 16 April s/d 16 Juli 2010

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
penelitian. ‘
Kemudian haerap menjadikan maklum
An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Tembusan disampaikan Kepada Yth. Ub.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan) Kepala Biro Administrasi Pembangunan

2. Dekan Fakultas Hukum UAJ Yogyakarta

3. Yang Bersangkutan
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Nomor :175A58Setwan/IV/2010
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1. Nama : ARIYAINI WAHYU NINGSIH
2. Nomor Mahasiswa :09313/H
3. Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Maksud : Melakukan riset/penelitian pada Kantor DPRD Kabupaten

Katingan sebagai bahan penyusunan Skripsi, dan dilaksanakan

selama 10 (sepuluh ) hari sejak tanggal 19 s/d 29 April 2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kasongan, 29 April 2010

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan
/2. Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta

3. Yang Bersangkutan
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Perihal : Ijin Penelitian ) gan
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Dari : Fakultas Hukum UAI Yogyakarta
Nomor  :0257/V

Tanggal : 14 April 2010

Perihal  : Tjin Penelitian

Setelah mempelajari proposal / desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat
diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada :

Nama : ARIYAINI WAHYU NINGSIH
NIM : 09313/H
Alamat . JI. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul Penelitian : PERAN DPRD DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KHUSUSNYA DARI PAJAK DAERAH DI
KABUPATEN KATINGAN.

Lokasi . Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada DPRD
Kabupaten Katingan
Waktu . 3 (tiga) bulan mulai tanggal 16 Apni s/d 16 juii 2010

Penelitian berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
di wilayah penelitian

KEPALA BAPPEDS
TINGAN

Tembusan disampaikan Kepada Yih. :
Gubernur DIY (sebagai laporan)

Dekan Fakultas Hukum UAJ Yogyakarta
DPRD Kab. Katingan

Ariyaini Wahyu Ningsih
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